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PEMUTAKHIRAN 
DATA PEMILIH

Petugas KPU Kota Se-
rang (kiri) menyerah-
kan kartu pemutak-
hiran data pemilih ke-
pada Wali Kota Serang 
Syafrudin (kanan) di 
Serang, Banten, Ming-
gu (12/2). Para petugas 
KPU secara serentak 
melakukan penco-
cokan dan penelitan 
data pemilih untuk pe-
mutahiran data mulai 
tanggal 12 Februari 
hingga 14 Maret 2023.

Pembentukan Kodam di Semua Provinsi
di Indonesia Dipertanyakan Urgensinya
Penambahan Kodam bisa-bisa saja 
dilakukan, tapi dikhususkan untuk  
wilayah yang memiliki karakteristik an-
caman tinggi, seperti Papua.

berubah bergeser dari per-
ang konservatif, normatif, 
bergeser yang mengarah pada 
kekuatan yang siber, dan se-
bagainya. Ancamannya sudah 
berbeda. Jadi kalaupun ke-
mudian dipaksakan, ya untuk 
apa?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Per-
tahanan (Menhan) Prabo-
wo Subianto mengatakan, 
pendirian Kodam akan dire-
alisasikan. Termasuk, untuk 
empat daerah otonomi baru 
(DOB) di Papua, yakni Papua 
Tengah, Papua Selatan, Papua 
Barat Daya, dan Papua Pegu-
nungan. 

“Kan (keseluruhan) ada 
38 provinsi. (Jumlah) Kodam 
sekarang 15. Ini sama ada 
mungkin (untuk) provinsi 
baru ya,” ujar Prabowo di 

Lanud Halim Perdanaku-
suma, Jakarta Timur, Sabtu 
(11/2).

Ke-15 Kodam yang saat 
ini sudah ada, antara lain Ko-
dam I/Bukit Barisan, Kodam 
II/Sriwijaya, Kodam III/Sili-
wangi, Kodam V/Brawijaya, 
Kodam VI/Mulawarman, 
Kodam IX/Udayana, dan 
Kodam XII/Tanjungpura. 
Kemudian, Kodam XIII/
Merdeka, Kodam XIV/Hasa-
nudin, Kodam XVI/Pat-
timura, Kodam XVII/Cen-
derawasih, Kodam XVIII/
Kasuari, Kodam Jayakarta, 
dan Kodam Iskandar Muda. 

Merujuk dari  jumlah 
tersebut, maka akan ada 23 
Kodam lagi yang akan diben-
tuk untuk melengkapi di 38 
provinsi.  han

JAKARTA ( IM)  - 
Sat gas Yonif  143/TWEJ 
bersama anggota Koramil 
1715-05 Okbibab, melatih 
pelajar SMAN Okbibab 
baris berbaris dalam rangka 
membentuk karakter disi-
plin dan kekompakan, di 
Kampung Okbibab, Distrik 
Okbibab, Kabupaten Pe-
gunungan Bintang, Papua, 
Sabtu (11/2).

Pengetahuan keterampil-
an tentang baris berbaris, 
dinilai sangat perlu diberikan 
terhadap semua tingkatan 
siswa sekolah untuk mem-
bekali sekaligus membentuk 
karakter disiplin dan loyal. 
Sebab, anak-anak kelak yang 
akan meneruskan cita-cita 
bangsa.

Dansatgas Yonif  143/
TWEJ Letkol Inf  Ari Iswoyo 
Timor, menjelaskan, per-
aturan baris berbaris meru-
pakan suatu metoda pem-
belajaran untuk membentuk 
sifat dan karakter disiplin, 
loyal serta memupuk kekom-
pakan atau kebersamaan.

“Kita berikan latihan 
baris berbaris guna mem-
bentuk karakter siswa yang 
disiplin, taat dan kompak, 

ini perlu diberikan sebagai 
bekal mereka kedepan,” 
ungkap Dansatgas.

Kegiatan yang dilaksa-
nakan oleh Satgas Yonif  
143/TWEJ Pos Okbibab 
yang bekerjasama dengan 
Koramil setempat sebagai 
bentuk kepedulian terha-
dap generasi muda penerus 
bangsa, dimana siswa harus 
memiliki semangat dan 
disiplin tinggi serta berwa-
wasan kebangsaan.

Dipimpin langsung oleh 
Danpos Okbibab Letda 
Inf  Briyant Purba Wisesa, 
S.Tr (Han), latihan tersebut 
mendapat sambutan hangat 
dari pihak sekolah, di mana 
para siswa mengakui pem-
bekalan mengenai peraturan 
baris berbaris sangat pent-
ing diberikan, dikarenakan 
keterbatasan pengajar akan 
pengetahuan tersebut masih 
kurang maka jarang dilatih-
kan.

“Terimakasih bapa TNI, 
Sa senang sekali dilatih ber-
baris oleh bapa TNI ternyata 
ini latihan yang menyenang-
kan,” ucap salah seorang 
guru SMAN Okibab, Elis 
Marani.  mei

Satgas Yonif 143/TWEJ Latih 
Siswa SMA di Perbatasan

GOWA (IM) - Ru-
mor Sandiaga Uno akan 
menyeberang dari Partai 
Gerindra ke PPP, Kem-
bali mencuat. Rumor ini 
semakin santer karena 
Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  (Men-
parekraf) itu kerap hadir 
dalam acara yang digelar 
PPP.

Hanya saja, Sandi-
aga tak mau menjawab 
secara gamblang terkait 
kemung kinannya untuk 
loncat partai.

Saat hadir dalam acara 
jalan sehat dalam rangka 
Harlah PPP di Malino, 
Gowa, Sandi menjelaskan 
bahwa terkait kepindah-
annya akan menjadi kepu-
tusan pimpinan partai.

“Itu (kepindahan) 
tentunya putusan dari 
pimpinan. Sebagai kader 
saya hormat dan tegak 
lurus kepada arahan 
pimpinan. Memang itu-
lah fatsun politik,” kata 

Sandiaga, Minggu (12/2).
Disinggung terkait 

tiket sebagai Capres jika 
nantinya benar-benar 
bergabung de ngan PPP, 
Sandiaga kembali me-
nyerahkan sepenuhnya 
kepada pimpinan partai 
politik.

Apalagi, jelas dia, 
untuk penentuan itu 
nantinya berdasarkan 
kesepakatan gabungan 
partai politik.

“Yang akan men-
gambil keputusan itu 
adalah par tai  polit ik 
dan gabungan partai 
politik. Tentunya se-
bagai kader, ya patuh. 
Kontestasi demokrasi 
tinggal hitungan bulan 
tentunya komunikasi 
dan konsolidasi serta 
koordinasi antara partai 
politik ini, pada saatnya 
nanti teman-teman bisa 
berkoordinasi dengan 
pimpinan kami,” ujar 
Sandiaga Uno.  han

Sandiaga Uno Kembali Tanggapi 
Rumor Kepindahannya ke PPP

JAKARTA (IK) - Men-
ko Polhukam Mahfud MD 
dan Menaker Ida Fauziah 
mendukung percepatan dan 
pengesahan Rancangan Un-
dang-Undang Perlindung-
an Pekerja Rumah Tangga 
(RUU PPRT).

Pernyataan dukungan 
percepatan dan pengesa-
han RUU PRT disampai-
kan Mahfud dan Ida Fau-
ziah, saat acara gerak jalan 
Car Free Day (CFD) di 
Sudirman-Thamrin, Jakarta, 
Minggu (12/1).

Puluhan peserta gerak 
jalan mulai berkumpul di 
Stasiun Dukuh Atas pada 
pukul 07.15 WIB.

Terlihat dalam acara ini, 
Menko Polhukam Mahfud 
MD, Menteri Ketenaga-
kerjaan Ida Fauziah, Ke-
tua Komnas HAM Atnike 
Nova Sigiro, beserta jaja-
ran komisioner Komnas 

HAM lainnya, Abdul Haris 
Semendawai ,  Pramono 
Ubaid Tantowi, dan Anis 
Hidayah.

Terlihat, rombongan 
tampak mengenakan pa-
kaian berwarna putih saat 
gerak jalan.

Mereka tetap melak-
sanakan gerak jalan walau-
pun kondisi cuaca di lokasi 
hujan gerimis.

Beberapa di  antara 
peserta lainnya yang ber-
asal dari Komnas HAM, 
KPAI, Kemen PPA, hingga 
masyarakat sipil juga tu-
rut membawa barang se-
perti serbet dan tefl on yang 
menunjukkan PRT.

Usai melakukan gerak 
jalan, Menkopolhukam dan 
rombongan lainnya nam-
pak duduk di sebuah tenda 
untuk mengeluarkan as-
pirasinya untuk mendukung 
RUU ini.  mei

Mahfud MD dan Menaker Dukung 
Percepatan Pengesahan RUU PPRT 
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PELANTIKAN DAN APEL KESIAPAN PANTARLIH SE KOTA PALEMBANG
Walikota Palembang Harnojoyo (tengah) memakaikan atribut kepada 
Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 saat pelantikan dan 
Apel Kesiapan Pantarlih se Kota Palembang di Plaza Stadion Gelora Sri-
wijaya (GSJ), Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, 
Minggu (12/2). Sebanyak 4.765 petugas Pantarlih se-Kota Palembang akan 
melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih 2024 yang 
akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

PENGUMUMAN PEMBUBARAN
PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA

(“TELAH LIKUIDASI”)
Berdasarkan akta tanggal 10 Februari 2023, No : 04, 
dibuat dihadapan MOCH RIZKY, SH, MKn, Notaris, 
PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA (“Telah Likuidasi”) 
(Perseroan), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, 
dengan ini mengumumkan : 

pemberesan yang dilakukan Likuidator dalam 
rangka likuidasi Perseroan;

2. Pengesahan perhitungan hasil likuidasi Perseroan, 

dilakukan oleh Likuidator;

pembebasan, pemberesan dan pelepasan 
tangung jawab (acquit et decharge) atas segala 

Likuidator dalam rangka likuidasi Perseroan, 

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan dan memberikan pembebasan, 
pemberesan dan pelepasan tangung jawab 
(acquit et decharge

selama masa jabatan mereka;

tanggal pengumuman ini.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka memenuhi 

Perseroan Terbatas.
13 Februari 2023

LIKUIDATOR PT TOMS MEDIA SERVICE ASIA 
(“Telah Likuidasi”)
Yusuke Kobayashi

JAKARTA (IM) - Per-
nyataan Wakil Ketua DPR 
RI Lodewijk Paulus yang 
menyebut situasi Papua 
dalam status darurat sipil, 
dinilai sangat berbahaya. 

Pernyataan angota de-
wan tersebut menyusul 
soal pembakaran pesawat 
Susi Air yag diduga di-
lakuan Tentara Nasional 
Pembebasan Papua Barat-
Organisasi Papua Merdeka 
(TPNBP-OPM).

Komisi untuk Orang 
Hilang dan Korban Tin-
dak Kekerasan (KontraS) 
mempertanyakan dasar 
pernyataan Lodewijk itu. 
Koordinator KontraS, Fatia 
Maulidiyanti, menegaskan, 
hingga saat ini tidak pernah 
ada keputusan resmi dari 
Presiden RI Joko Widodo 
terkait status operasi ke-

amanan di Papua. 
Ia  mengingatkan bahwa 

penyelesaian masalah de ngan 
pendekatan keamanan, seperti 
darurat sipil, tidak akan dapat 
menyelesaikan konfl ik yang 
selama ini terjadi di Papua.

 “Kami menilai, pernyata-
an tersebut sangatlah berba-
haya, sebab dapat memicu 
eskalasi kekerasan dan dapat 
memperparah situasi kema-
nusiaan di Papua,” kata Fatia 
lewat keterang an tertulis yang 
diterima wartawan, Minggu 
(12/2). 

“Dikhawatirkan pernyata-
an Wakil Ketua DPR itu 
dijadikan validitas oleh aparat 
keamanan untuk melakukan 
tindakan yang berlebihan 
dan sewenang-wenang. Sebab 
melalui kebijakan darurat sipil 
negara memiliki wewenang 
yang begitu besar dan berpo-

tensi terjadi adanya pelang-
garan hak asasi manusia,” 
jelasnya. 

Merujuk Perppu Nomor 
23 Tahun 1959 tentang Ke-
adaan Bahaya, peme rintah 
dapat melarang atau mem-
batasi pengiriman berita hing-
ga percakapan melalui telepon 
maupun radio, menggeledah 
tempat-tempat di luar kehen-
dak pemilik, hingga mengon-
trol semua akses informasi, 
lewat status darurat sipil. 

Fatia menilai, besarnya 
wewenang pemerintah pada 
status darurat sipil berpotensi 
memicu persoalan baru dan 
warga sipil yang tidak bertikai 
dapat menjadi korban. 

Sementara terkait du ga an 
penyanderaan oleh TPNPB-
OPM terhadap pi lot Susi Air 
berkebangsa an Selandia Baru 
pada 7 Fe bruari 2023 lalu di 

KontraS: Wakil Ketua DPR Sebut “Papua Darurat Sipil” Sangat Berbahaya
harus dipahami Papua ini 
sekarang status darurat 
sipil. Maka yang di depan 
adalah penguasa darurat 
sipil adalah gubernur, 
kepala daerah yang di 
depannya adalah otomatis 
penegakan hukum ke-
polisian,” kata Lodewijk 
ditemui di kawasan Istora 
Senayan, Jakarta, Jumat 
(10/2).

“Tentunya operasi 
intelijen dilakukan dan 
tentunya DPR ya, dalam 
hal ini kita mendorong 
penegakkan hukum di-
lakukan di sana termasuk 
upaya prioritas di mana 
mencari pilot statusnya 
seperti apa. Apakah beliau 
sembunyi, melarikan diri, 
atau disandera kita masih 
menunggu,” ungkapnya. 
 han

Nduga, KontraS mengingat-
kan agar semua pihak bersi-
kap hati-hati. “Semua pihak 
harus menghindari cara-cara 
kekerasan dan menghormati 
prinsip-prinsip hak asasi ma-
nusia,” ujar Fatia. 

“Kese lamatan orang 
yang disandera harus men-
jadi prioritas. Kami mendo-
rong pihak yang berkonfl ik 
mengedepankan pendekatan 
secara damai atau nonke-
kerasan dalam menyelesaikan 
konfl ik yang selama ini ter-
jadi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, 
Lodewijk berharap aparat 
penegak hukum dan kepala 
daerah di Papua mempri-
oritaskan upaya pencarian 
terhadap pilot Susi Air yang 
hingga kini keberadaannya 
masih simpang siur. 

“Ya kita harapkan gini ya 

JAKARTA (IM) – Pihak 
Keduataan Besar Republik In-
donesia (KBRI) Kuala Lum-
pur dan Konsulat Jenderal Re-
publik Indonesia (KJRI) Johar 
Baru, telah mendampingi 
67 WNI yang ditangkap di 
Malaysia. Mereka ditangkap 
terkait perkampung an illegal 
yang dihuni para WNI terse-
but..

“KBRI Kuala Lumpur 
dan KJRI Johor Bahru telah 
mendampingi para WNI 
tersebut,” ujar Direktur Per-
lindungan Warga Negara 
Indonesia (WNI) dan Badan 
Hukum Indonesia (BHI) 
Kementerian Luar Negeri 
(Kemenlu), Judha Nugraha 
mengatakan,  Minggu (12/2).

Duta Besar (Dubes) RI 
untuk Malaysia dan Konsul 
Jenderal (Konjen) RI di Jo-
hor Bahru sudah bertemu 
langsung dengan 67 WNI 
tersebut. 

Adapun 67 WNI itu di-
tahan di Detensi Imigrasi 
Lenggeng, Negeri Sembilan. 
“Selanjutnya KBRI dan KJRI 
akan beri pendampingan 
hukum untuk memastikan 
terpenuhinya hak-hak para 
WNI,” ucapnya. 

Puluhan  WNI itu hingga 
saat ni masih belum dibebas-
kan. Namun, mereka sudah 
dalam pendampingan. 

Direktur Jenderal De-
partemen Imigrasi Malaysia 
(JIM) Khairul Dzaimee Daud 
mengatakan, warga Indonesia 
yang berada di perkampungan 
illegal tersebut diyakini tidak 
berniat kembali, melainkan 
ingin tetap tinggal di Malaysia 
tanpa dokumen yang sah. 

Dilansir dari World of  
Buzz, Kamis, permukiman 
tersebut diketahui sudah ada 
sejak lama. Bahkan, di sana 
terdapat genset dan ada seko-
lah darurat yang menggu-
nakan silabus pembelajaran 
dari negara Indonesia. 

Dalam Operasi Pene-
gakan Terpadu yang dilaku-
kan penegak hukm Malaysia, 
ada 68 WNI yang diperiksa di 
mana 67 di antaranya ditahan 
karena berbagai pelangga-
ran, termasuk tidak memiliki 
dokumen identitas yang sah 
dan overstay. 

Warga Indonesia yang 
ditahan itu berusia antara dua 
bulan hingga 72 tahun. Selang 
beberapa hari, perkampungan 
illegal dihancurkan untuk 
mencegah warga asing kem-
bali ke sana. 

The Star melaporkan, 
perkampungan ilegal tersebut 
terletak di dalam perkebunan 
kelapa sawit, yang sebagian 
terbengkalai, di dekat per-
batasan Negeri Sembilan-
Selangor. 

Perkampungan i legal 
warga Indonesia di Malaysia 
itu terlindung oleh lebatnya 
tanaman dan tanpa akses ja-
lan masuk. Di sana terdapat 
aliran sungai kecil yang jernih, 
sumber yang cukup untuk air 
minum dan kebutuhan sehari-
hari mereka. 

Fakta yang cukup menarik 
adalah perkampungan ilegal 
itu hanya berjarak sekitar 4 
kilometer (km) dari kompleks 
kantor kepolisian distrik yang 
baru. Selain itu, perkampung-
an ilegal itu rupanya berada 
cukup dekat dengan jalur 
jalan tol dan hanya berjarak 
beberapa menit dari jantung 
kota yang ramai yang berisi 
beberapa institusi pendidik-
an tinggi, perumahan yang 
dijaga, serta tempat tinggal 
kelas atas. 

Untuk membantu men-
cukupi kebutuhan sehari-hari, 
mereka bercocok tanam se-
perti jagung dan umbi-umbi-
an, serta menanam pohon 
buah seperti mangga, pisang, 
dan nangka. Mereka bahkan 
juga memelihara unggas yang 
merupakan sumber protein 
hewani.  han

KBRI dan KJRI telah Beri Pendampingan 
kepada 67 WNI yang Ditangkap di Malaysia

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi I DPR Dave 
Laksono menilai rencana 
pembentukan Komando 
Daerah Militer (Kodam) baru 
perlu dilakukan secara matang 
dan harus benar-benar ber-
manfaat. Dave mencatat se-
jumlah hal yang perlu diperha-
tikan sebelum Kodam baru di 
beberapa provinsi dibentuk. 

“Pembentukan unit atau 
instalasi militer baru dengan 
size yang cukup besar, tentu-
nya membutuhkan biaya yang 
besar. Baik pembangunan ge-
dungnya, persiapan personel-
nya hinggal operasionalnya,” 
kata Dave saat dihubungi 
wartawan, Minggu (12/2).

Pembentukan Kodam 
baru harus dilihat kebutu-
hannya secara seksama. Ko-
dam baru harus bermanfaat 
bagi masyarakat sekitar. 

“Agar kehadiran Kodam 

di tiap provinsi memiliki dam-
pak yang besar dalam menjaga 
kedaulatan bangsa,” jelasnya. 

Ditanya apakah pemben-
tukan Kodam baru dirasa 
penting di masa sekarang, 
Dave enggan memberikan ko-
mentar. Sebab, hal itu menu-
rutnya hanya bisa dijawab 
oleh pemerintah dan instansi 
TNI.

Sementara Guru Besar 
Politik dan Keamanan Uni-
versitas Padjajaran Prof  Mu-
radi, justru mempertanyakan 
urgensi dari rencana TNI 
Angkatan Darat (AD) yang 
ingin melengkapi Markas 
Komando Daerah Militer 
(Kodam) di semua provinsi 
di Indonesia. 

Ia menilai tidak ada urgen-
si yang mengharuskan pem-
bentukan Kodam di semua 
provinsi.

“Saya sih enggak lihat 

urgensinya malah. Makanya 
kemudian itu agak aneh,” 
ujar Muradi saat dihubungi 
wartawan, Minggu (12/2).

 Muradi menjelaskan, 
penambahan Kodam se-
benarnya bisa-bisa saja di-
lakukan. Hanya, seharusnya, 
pembentukan Kodam itu di-
lakukan di wilayah yang me-
miliki karakteristik ancam-
an tinggi, misalnya seperti 
Papua. Atau, kata Muradi, 
Kodam juga bisa dibentuk 
di Nusa Tenggara Timur 
(NTT) karena berbatasan 
dengan Timor Leste. 

Selain di daerah yang 
dia sebut di atas, menurut 
Muradi, tidak perlu lagi ada 
pembentukan Kodam. Sebab, 
pada dasarnya, pengamanan 
wilayah berada di bawah tang-
gung jawab kepolisian, bukan 
TNI. Terlebih, metode perang 
yang saat ini berlaku sudah 
berubah menjadi perang siber. 

“Kalaupun kemudiam 
dipaksakan, sekarang per-
tanyaannya adalah mereka 
akan seperti apa? Apakah 
akan kembali ke model lama 
dengan perkuat teritorial? 
Sementara perangnya sudah 


